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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

 

TRANSFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI PENGADILAN 

MARITIM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM 

 

Subjek Penelitian: 
 

1. Peni Pudji Turyanti, S.H., M.H (Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran) 

2. Adi Karsyaf, S.H., M.H (Panel Ahli dan Mantan Ketua Mahkamah 

Pelayaran) 

3. Capt Frederick H Roinwowan Ant I (Panel Ahli) 

4. Rizky Gustaf, S.H (Kepala Subbagian Perkara dan Persidangan 

Mahkamah Pelayaran) 

5. Kasino, S.Sos., M.Si (Kepala Subbagian Kepegawaian Umum) 

6. Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr (Kepala Subbagian Perencanaan 

dan Laporan) 

7. Didit Iswahyuniarto, S.E (Petugas Persidangan Mahkamah 

Pelayaran, Staff Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan - 

Mahkamah Pelayaran) 

8. Jufri Lanuru, S.E (Fungsional Umum sub Direktorat Tertib Berlayar 

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan RI) 

9. Ferry Hikmawan, S.T (Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal, 

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai - Kementerian 

Perhubungan RI) 

10. Erlina Setyaningtyas, S.SiT., M.A (Analis Program Diklat Direktorat 

Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

– Kementerian Perhubungan RI) 
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11. Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H (Fungsional Peneliti Pada Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah 

Agung RI) 

12. Dr. Sirojuddin, S.H., M.H (Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan 

Ranai) 

13. Ganjil Sunarto, S.H., M.H., M.M (Hakim ad hoc Pengadilan 

Perikanan Jakarta Utara) 

14. Hendra Adi Pramono S.H., M.H (Hakim ad hoc Pengadilan 

Perikanan Jakarta Utara) 

15. Drs. Sutardjo, M.Si (Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta 

Utara) 

16. Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H (Kepala Seksi Penunjang 

Keselamatan dan Penyidikan - Kantor Syahbandar Tanjung Priok) 

17. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M (Dosen Hukum Internasional 

Universitas Airlangga) 

18. Lutfil Anshori, M.H (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya) 

 

No Pertanyaan penelitian 

1.  Bagaimana latar belakang terbentuknya Mahkamah Pelayaran di 
Indonesia? 

2.  Bagaimana kewenangan Mahkamah Pelayaran yang diberikan 
Peraturan Perundang-Undangan? 

3.  Bagaimana pengaturan dasar hukum Mahkamah Pelayaran? 

4.  Bagaimana implementasi kewenangan Mahkamah Pelayaran di 
lapangan? 

5.  Apakah ada hambatan terkait dengan operasional Mahkamah 
Pelayaran yang menyangkut kewenangan? Jika ada hambatan 
yang seperti apa? 

6.  Apakah ada kewenangan yang belum diberikan Peraturan 
Perundang-Undangan namun sangat dibutuhkan dalam 
operasional Mahkamah Pelayaran? Jika ada kewenangan yang 
bagaimana? 
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7.  Bagaimana operasional Mahkamah Pelayaran dengan aktor 
internasional? 

8.  Bagaimana proses persidangan berlangsung? (Komparasi dengan 
PN) 

9.  Bagaimana proses perumusan keputusan? 

10.  Bagimana seharusnya bentuk Mahkamah Pelayaran yang 
dibutuhkan? 

11.  Bagaimana proses berperkara di Mahkamah Pelayaran? 

12.  Bagaimana keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah 
Pelayaran? 

13.  Apakah Mahkamah Pelayaran berpotensi atau dapat 
ditransformasikan menjadi Pengadilan Maritim? 

14.  Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses 
transformasi? 

15.  Apa yang perlu dikembangkan dari Mahkamah Pelayaran di 
Indonesia? 

16.  Bagaimana operasional yang dibutuhkan untuk transformasi 
Mahkamah Pelayaran? (kedudukan, organisasi, tugas pokok dan 
fungsi, sistem koordinasi dan komunikasi, dan sumber daya) 

17.  Bagaimana produk akhir yang dibutuhkan untuk Mahkamah 
Pelayaran? (Putusan dan Sanksi) 

18.  Apakah pernah dilakukan upaya transformasi? 

19.  Apa kendala dalam proses transformasi? 

20.  Bagaimana bentuk/konsep transformasi Mahkamah Pelayaran 
menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia? 

21.  Bagaimana mengatasi kendala dalam proses transformasi? 

22.  Bagaimana urgensi transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi 
Pengadilan Maritim di Indonesia? 

23.  Bagaimana penegakan hukum di laut Indonesia? 

24.  Bagaimana efektivitas Pengadilan Perikanan di Indonesia 
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian  

 

Wawancara dengan Peni Pudji Turyanti, S.H., M.H 
(Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran) 

Wawancara dengan Adi Karsyaf, S.H., M.H 
(Panel Ahli dan Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran) 
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Wawancara dengan Capt Frederick H Roinwowan Ant I 
(Panel Ahli – Mahkamah Pelayaran) 

Wawancara dengan Rizky Gustaf, S.H 
(Kepala Subbagian Perkara dan Persidangan Mahkamah Pelayaran) 

 

Wawancara dengan Kasino, S.Sos., M.Si 
(Kepala Subbagian Kepegawaian Umum) 
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Wawancara dengan Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr 
(Kepala Subbagian Perencanaan dan Laporan) 

Wawancara dengan Didit Iswahyuniarto, S.E 
(Petugas Persidangan Mahkamah Pelayaran, Staff Subbagian 
Administrasi Perkara dan Persidangan - Mahkamah Pelayaran) 

Wawancara dengan Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H 
(Fungsional Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI) 
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Wawancara dengan Dr. Sirojuddin, S.H., M.H 
(Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Ranai) 

 

Wawancara dengan Ganjil Sunarto, S.H., M.H., M.M, 
Hendra Adi Pramono S.H., M.H, dan Drs. Sutardjo, M.Si 

(Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara) 

Wawancara dengan Jufri Lanuru, S.E 
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(Fungsional Umum sub Direktorat Tertib Berlayar Direktorat 
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan RI) 

Wawancara dengan Ferry Hikmawan, S.T (Penyusun Bahan 
Evaluasi Kecelakaan Kapal, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut 

dan Pantai - Kementerian Perhubungan RI) 

Wawancara dengan Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H 
(Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan - Kantor 

Syahbandar Tanjung Priok) 
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1 Wawancara dengan Erlina Setyaningtyas, S.SiT., M.A 
(Analis Program Diklat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan RI) 

 

Wawancara dengan Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M 
(Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga) 

Wawancara dengan Lutfil Anshori, M.H 
(Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya) 

 

 


